PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARIO

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

: L

TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta terjadinya
peningkatan Pendapatan Daerah maka perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah ;

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jumto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2730) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang
Momor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3569) ;

Undang - Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomar 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3688) Sebagaimana Teiah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3988) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Darl Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 3851) ;
Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4355 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang—Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungiewab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 443?’,: .

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian
Hasi Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagal Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
Peratyran Pemerintzh Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan  Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4023) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027) ;

Peraturan-Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4081) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4417) Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ; i

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4534) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi
Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 ;
Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Deerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.02/2004 tentang
Penetapan Alokas! dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2005 ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 626/KMK.02/2004 tentang
Penetapan Rinclan Dana Penyesualan Tahun Anggaran 2005
Kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;

Keputusan Mentert Dalam Negerl Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolsan dan, Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Persturan Menterl Dalam Negerl Nomor 21
Tahun 2005 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2006 Nomor 2 Seri A) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARIO DAN
BUPATI DI SIDOARIO

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 5SIDOARIO TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
semula berjumiah Rp. B89.130.240.970,00 bertambah sejumiah
Rp. 12.988.034.916,99 sehingga menjadi Rp.902.118.275.886,99
dengan rincian sebagai berikut
1. Pendapatan

a. Semuila Rp. B889.130.240,970,00

b. Bertambah Rp. 12.988.034.916,99

Jumlah Pendapatan
Setelah perubahan Rp. 902.118.275.886,99

2, Belanja
a. Semula  Rp, 1.053.795.760.200,00
b. Bertambah Rp. 28.557.131.135,93

Jumiah Belanja
Setelah Perubahan Rp 1.082.352.891.335,93
Defisit Setelah Perubahan Rp. (180.234.615.448,94)
3. Pembiayaan
a. Penermaan

1) Semula  Rp. 189.000.000.000,00
2) Bertambah Rp, 16.432.891.939,33

Jumiah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp  205.432,891.939,33

b. Pengeluaran
1) Semuia Rp. 24.334.480.770,00
Z) Bertambah Rp. 863.795.720,39

Jumizh Pengeluaran
Setelah Perubahan Rp. 25.198.276.490,39
Jumlah Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp.  180,234.615.448,94
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah inl yang terdiri dari :

1. Lampiran [ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

4. Lampiran 1T Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

3. Lampiran [III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat
Daerah ;
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Lampiran IV Daftar Jumiah Pegawai per Golongan dan
per labatan ;

Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;

Lampiran V1 Daftar Pinjaman Daerah ;

Lampiran VI! Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;

Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah ;

Lampiran IX Daftar Dana Cadangan ;

Lampiran X Daftar Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang
Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2006.
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Pasal 3
Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah
ini,

Pasal 4

Sebagal landasan operasional pelaksanaan, Bupat! menetapkan
Peraturan tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarfo.

Ditetapkan di SIDOARIJO
pada tanggal 16 Nopember 2006
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H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 17
NOPEMBER 2006 NOMOR 3 TAHUN 2000 SERI A.

Pﬂrnh'lna thnmu Muda
MNIP. 010 057 823




